SALINAN

BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 67 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 51 TAHUN
2021 TENTANG PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN

Menimbang

Mengingat

RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

a. bahwa dengan adanya perubahan pagu anggaran Bagi

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rancangan
Perubahan APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran
2022, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 51
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan ...



Menetapkan

10.

11.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa, (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2020 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1 ...
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Serang

Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah

Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 51), diubah sebagai
berikut:

1.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6

berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PENGGUNAAN
Pasal 6
(1) BHPRD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan desa yang meliputi Bidang Pemerintahan,
Bidang Pemberdayaan, Bidang Pembangunan, Bidang
Kemasyarakatan, dan Bidang Bencana, Mendesak, dan
Darurat dengan terlebih dahulu memenuhi:
a. Kegiatan penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
b. Kegiatan penyediaan Operasional BPD;
(2) Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak termasuk untuk penghasilan tetap, tunjangan,

dan insentif.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi

sebagai berikut:

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Pembinaan pengelolaan BHPRD dilakukan oleh
Kecamatan, DPMD dan BPKAD.

(2) Pengawasan pengelolaan BHPRD dilakukan oleh
Kecamatan dan Inspektorat sesuai peraturan
perundangan yang berlaku mengenai pengawasan

keuangan Desa.

Pasal Il ...
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 September 2022

BUPATI SERANG,

Ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Ttd
TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

Ttd

SUGI HARDONGO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008




